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ngﬁl\fEZ'St:ozrg/z: 12023 Tanah merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena di atas lahan
Revised - 23/6/2023 tanah tersebut mereka menggantungkan hidup mereka. Permukiman Magersari
Published : 20/7/2023 yang berada di Keraton Kanoman memiliki isu-isu yang masih simpang siur akan

status kepemilikan lahan Magersari, yang dimana terdapat perbedaan pendapat
antara pihak keraton, masyarakat dan pihak keraton. Dari isu-isu serta
permasalahan yang terjadi perlu adanya identifikasi serta pengembangan
geodatabase terhadap status kepemilikan lahan Magersari yang berada di Keraton
Kanoman agar terwujudnya kejelasan dalam status kepemilikan lahan Magersari
di Keraton Kanoman serta untuk menghindari terjadinya Konflik perebutan
kepemilikan lahan dan sengketa tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk
mengidentifikasi status kepemilikan lahan permukiman Magersari dan membuat
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Halaman 75 - 82 sistem informasi geospasial dengan menggunakan pendekatan mixed-method.
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Hasil dari penelitian ini adalah sebuah pengembangan geodatabase yang berisi
informasi mengenai status kepemilikan lahan Magersari Keraton Kanoman Kota
Cirebon, dimana hasil dari pengembangan geodatabase ini diharapkan dapat
mencegah terjadinya konflik sengketa lahan.
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ABSTRACT

Land is an important thing for human life, because it is on this land that they
depend on it. The Magersari settlement which is located in the Kanoman Palace
has problems that are still confusing regarding the ownership status of the
Magersari land, namely there are differences of opinion between the palace, the
community and the palace. From the problems and problems that occur, it is
necessary to identify and develop a geodatabase on the status of land ownership
in Magersari Keraton Kanoman so that there is clarity on the status of land
ownership in Magersari Keraton Kanoman and to avoid land ownership conflicts
and land disputes. The purpose of this research is to identify the land ownership
status of the Magersari settlement and create a Geodatabase of land ownership
status for the Magersari settlement, Keraton Kanoman Cirebon. The analytical
method used in this study is the analysis of geospatial information systems using
a mixed methods approach. The result of this research is the development of a
geodatabase that contains information regarding the status of land ownership in
Magersari Keraton Kanoman, Cirebon City, where the results of the development
of this geodatabase are expected to prevent land dispute conflicts.
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A. Pendahuluan

Tanah merupakan hal yang penting dan merupakan sumber dari kehidupan manusia, karena di atas lahan
tanah tersebut mereka menentukan penghasilan atau bahkan menggantungkan hidup mereka. Ruang merupakan
tempat yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dunia ini [1]. Menurut Sari
menyatakan bahwa, “Tanah dan manusia saling berhubungan yang dimana dapat membuat perubahan dalam
tatanan kempemilikan tanah.” [2]. Menurut Nugrahadi & Pujianto menyatakan bahwa, “tanah merupakan hal
yang berharga bagi manusia, berharganya tanah memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek
ekonomi, budaya, politik serta sosial” [3]. Sehingga adanya perbedaan waktu, tempat dan ruang yang
mengakibatkan adanya perbedaan atas nilai tanah [4]. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung
jawab untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mengelola sumber daya alamnya secara adil. Namun, amanat
tersebut nampaknya masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Menyadari nilai dan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, para pendiri Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) merumuskan tanah dan kekayaan alam secara ringkas namun sangat filosofis substansial
dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan
bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mengelola sumber daya
alamnya secara adil.

Menurut Sainul [5] menyatakan bahwa ‘“kenyataannya tanah merupakan hal yang penting bagi
kehidupan masyarakat, maka tidak heran jika di zaman yang terus berubah sering kita jumpai sengketa tanah
yang melibatkan masyarakat dengan kelompok tertentu, atau bahkan dengan pemerintah daerah itu sendiri”.
Atas dasar kepentingan-kepentingan tanah tersebut, dari sudut pandang masyarakat luas dapat dilihat betapa
antusiasnya masyarakat dalam melakukan penguasaan atas tanah-tanah yang ada, atau dapat juga dikatakan
sebagai perluasan [6]. Potensi ekonomi menjadi salahsatu alasan dilakukan pembangunan untuk kesejahteraan
masyarakat desa[7].

Seiring berjalannya waktu dan mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan
kebutuhan akan lahan akan terus meningkat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 20
dengan ketentuan bahwa hak milik bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah dan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, hal ini tentu saja menjelaskan bahwa
pentingnya akan status kepemilikan lahan. Keberadaan tanah Magersari di Keraton Kanoman perlu diperhatikan
dan diketahui status kepemilikannya, hal ini diperlukan karna untuk meminimalisir konflik sengketa tanah [8].

Magersari langsung bersinggungan dengan Keraton Kanoman, karena pada dasarnya magersari
merupakan hak ulayat yang diberikan kepada abdi dalem istana, Menurut Fardani [9] “Hak magersari ini hanya
diberikan kepada warga negara Indonesia asli, pada dasarnya hak atas magersari tidak ditentukan secara pasti,
setiap orang yang memperoleh hak magersari memiliki jangka waktu yang berbeda”.

Mengenai status kepemilikan lahan, Permukiman Magersari yang berada di Keraton Kanoman memiliki
isu-isu yang masih simpang siur akan status kepemilikan lahan Magersari, yang dimana terdapat beberapa
pendapat yang menyatakan bahwa tanah Magersari masih milik keraton dan ada juga yang berpendapat bahwa
tanah Magersari sudah dimiliki oleh perorangan karena serta ada juga yang menyebutkan bahwa tanah di
Magersari merupakan tanah pemerintah, dengan hal tersebut maka sangat penting untuk diperhatikan, karena
dengan hal ini bisa menimbulkan pergesekan antara masyarakat dengan pihak keraton serta dari pihak
pemerintah yang bisa menimbulkan pergesekan dan menyebabkan konflik sengketa tanah.

Dari isu-isu serta permasalahan yang terjadi perlu adanya identifikasi serta pengembangan geodatabase
terhadap status kepemilikan lahan Magersari yang berada di Keraton Kanoman agar terwujudnya kejelasan
dalam status kepemilikan lahan Magersari di Keraton Kanoman serta untuk meminimalisir ataupun
menghindari terjadinya Konflik perebutan kepemilikan lahan dan sengketa tanah [10]. Berdasarkan latar
belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana
Staus Kepemilikan Lahan Permukiman Magersari di Keraton Kanoman Kota Cirebon?”’Selanjutnya, tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi status kepemilikan lahan permukiman Magersari dan
membuat Geodatabase status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Cirebon serta
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menjadi pertimbangan dalam upaya pencegahan masalah pertanahan di Permukiman Magersari Keraton
Kanoman.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis sistem informasi geospasial dengan menggunakan metode
pendekatan mixed-method. Pendekatan pada penelitian ini dilakukan secara gabungan dengan tujuan untuk
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang status kepemilikan lahan, yang dimana pendekatan ini
didukung dengan analis sistem informasi geospasial. Objek yang dipilih pada penelitian ini terdiri dari tiga
sudut pandang yaitu pihak keraton Kanoman, Masyarakat permukiman Magersari Keraton Kanoman, dan
pemerintah Kota Cirebon.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi
pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis sistem
informasi geospasial.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembuatan Peta

Pembuatan peta atau digitasi peta dilakukan pada perangkan lunak Arcgis 10.4.1 yang dimana dilakukan
pengumpulan data terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan peta, data yang dikumpulkan baik data
spasial dan data non-spasial, data tersebut yaitu seperti citra satelit kawasan Keraton Kanoman khususnya
permukiman Magersari Keraton Kanoman, data kepemilikan, data alamat, kondisi bangunan, status
kependudukan, dan status kepemilikan lahan.

Proses pembuatan peta ataupun digitasi peta dilakukakan dengan mengumpulkan data dari hasil
obsevasi dan wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya menghasilkan peta sebaran kepemilikan lahan
permukiman yang dimana dari hasil peta kepemilikan lahan menurut pihak keraton menggambarkan bahwa
daerah permukiman yang sudah tersertifikasi hanya terdapat di pinggiran jalan yang merupakan perdagangan
jasa yang lebih tepatnya berada di sebelah barat berada di pinggiran Jalan Kepatiha, sebelah timur pada Jalan
Lemahwungkuk dan disebelah utara Jalan Pulasaren. Menurut pihak pemerintah menggambarkan bahwa
kepemilikan lahan yang berada di permukiman Magersari ini belum adanya sertifikasi atau hak kepemilikan.
Sedangkan menurut masyarakat yang tinggal di permukiman Magersari Keraton Kanoman itu sendiri
menggambarkan bahwa permukiman Magersari ini sudah memiliki sertifkat perseorangan.

Membangun Geodatabase

Perancangan dan pengembangan geodatabase memiliki tujuan untuk mengatur data yang ada agar data yang
tersedia tersebut mudah dan cepat untuk diperoleh kembali [11]. Pada penelitian ini yaitu membangun sebuah
basis data yang memuat informasi geografis yang dimana meliputi feature class, table-tabel dan raster dataset.
Rancangan geodatabase ini tergantung pada data yang tesedia. Data yang tersedia pada penelitian ini adalah
data status kepemilikan lahan. Data status kepemilikan lahan menyimpan setiap informasi dari data yang
terdiri Nama Pemilik Rumah, Alamat rumah, status kependudukan (apakah pendatang atau penduduk asli),
kondisi bangunan, Status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut pihak keraton, menurut pihak
masyarakat, menurut pihak pemerintah, kombinasi rekomendasi, dan foto yang dimana data tersebut disimpan
dalam geodatabase yang dimana mudah untuk diedit jika ada penambahan atau adanya perubahan Karen
datanya tersimpan dalam satu table sehingga data terstruktur. Berikut data perancangan geodatabase dijelaskan
pada gambar 1.

e-ISSN 2798-656X | p-ISSN 2808-3113 77/82


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210714262021355
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20211005141512758

Fahad Aldi Rizki Sopian et al. Pengembangan Geodatabase Status Kepemilikan Lahan Permukiman Magersari,...

[Status |

No_p| Pemiik | Stat Pnddk |Kond{  Stat Tanah | Alamat | sms pment | sts meyrk | KN_Rkmnd | Luss A
68 Unp Sanano  Pencudk Ash Baik | Bokum Berserfikal KANOMAN Se@ian Pelaloan Kec Pe Bolsm Dersemiia  Sudan Bersenakal  Memhian p SAS: PEOQAM DENANATAn GAn PembINaAn PAMNSDAS Masyarabal 117 190236
5 T} Pendatang Bak  Bolum Berserafikat Kar n Selatan No 10 Pebaipan K Beum Borsertical  Sudah Bersendiat  Mets) i 3

m«;m Pendudk A Bak
Suedo Pendatang Bak |S
0K Pendateng  |Bak |5 t
85 Togunh Peema Pendudk Ast Bak  Bolum Bersenifikat Kanoman Selatan Pelaipan Kec Pe Boum Ber it
17/ Tamein Wickay Pendatang  [Balk | Bekum Bersefikal A Pusasen Pusasen Kec Pokabpa Bolum Berseritkar
8 Sprp Pondudk Ak |Bak g n € 3

104 Suwart MajsnPendatang | Baik
143 Sumad Pencudk Ask | Baik n Pekaloan Kec Pe Belum Ber t | 4984767
Pendudk Ash Bak S dasaren Kec Pokatp Belum Ber 42 586180
Pondudsk Ash [Bak _ Bokm Berserfikat Kanoman Selatan m;y Kec Po Boum Ber wenskat Me n i Pukum ata ran . ¢ | 820020
0 Pendstang | Bak ¢ | 7423633
Pondudsk Ash  Bak M 44248
Poncdudd Ash Bk at | 5569537
Pondudk Ash  Bak A8 6700
Pendatang  [Bak S Bea
20 Ruen Viscel Pendatang  Bak S ¥ 18755
141 R Pondudk A Bak
107 Rd Dpsenudn Pendudck Ash  Bak
101 R Agus Ka_Pondudsk Ask | Bask
145 Ratu Tien Su Pondudsk Ash_Baik | Bokum Berseafikat 1
151 Raty Dow Iny Penduduk Ash  Bak Hcm-lk-(mma!
120 Ratra Kuna_ Pencduddk ast | Baik
4 Ravms Pendatang Bk
23 Ratwnan Sale Pendudsk A Baik
108 Rahayu Pendud Ash | Bak
47 Racen Moha Pendudk Ash  Bak
150 Racen Horma Pendudsk Ak |Baik | Bokam Berseafikat i Kanoman Selatan

153 Raden Bask Pendudsk Ash Bak | Bekum Bersenfikal Kanoman Selatan No 6, Pekaipan Ke Bolum Bersertiihal S
70 Rachwmat ima Penduduk Ash  Bak  Belum Bersendfikat Kanoman Sefatan, Petalpan Kec Pe Bolum Borsan S
84 Nun Suyanto  Pendatang Bak  Bolum Bersesfikat Kanoman Selatan Pelalpan Kec Pe Bolum Bersen! Sudah BersenAkat  Molakan peryuuhan Puum
111 Nuasan  Pencdudk Ash [Bak |Bokum Barsersfikal Kanoman Selatan, Petaipan, Kec Pe Bebam Borsert (dah Bersentfhal Molshisan penyahan hukum ata
24 Nerw Yasn  Pendudck Ash |Baik | Sudah Bersenitial Puasaren, Kec Pekalpan Koth Cred Bekam Berseritikal  Sodah Bersenskal_ Melakikan medast sera pihak
77 Mayono Pendudk Ash Bak  Belum Bersenfikat Kanoman \N n Kec Py rtmw Kot E\dm E«wm Kt Sudah Bersendiat Melskukan penyuuhan hukoum atay
97 Mahamad Ko Pendudck Ash_ Baik | " n

43 Mhamad Ha Pendudk Ash Bak
40 Mdamad  Pendatang  Bak
VA TI YOS o oy v

i Sosiaksas program peranahan dan pembinaan p
S0t DAk permecriAR MONgKag g Seria memahams hukum hukum ada
Seka ik pesoariah mecsag vier st el ubusn hufarn

Sodah Bersensikat |
Sudah Bersendkat

92 48400
127 94614

m 0, Pekalpan, Kec P Bokan Bor 318 82720

Sudah Bersentkat Molakdan
Sudah Bersendial | Melabiban
dah Bersendial Metstukan me
Sudah Bersentkat_ Melakukan
Sudah Bersersikat Mok

dah Bersentkat

Sudah Bersertiat | Motakikan penyuhan bukum ata
Sudah Bersendkat_ Molakukan penyuhan ukum
Sudah Bersenfikat Molakukan penyuhan dukum
h Bersenikal Melkikan penyuhan PAUM ata
udah Bersenstiat_ Melakikan peeyubhan dukum atau
dah Berserfikat Metshukan peryhan hukum ata
Sodah Bersentiat_ Melakiban penyubhan ikum alau

wat Melahukan peryihan huum

P 5 1 I A

Gambar 1. Attribut Tabel Status Kepemlllkan Lahan

Dapat dilihat pada table tersebut bahwa atribut table di atas menunjukan informasi tentang status
kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon yang dimana atribut table tersebut
terdiri dari 213 record. pada atribut table pengembangan geodatabase ini terdiri dari 11 kolom yaitu, kolom
pertama merupakan kolom urutan baris, pada kolom pertama ini menunjukkan urutan jumlah object yang
dibuat, kolom kedua merupakan kolom simbol polygon, kolom ketiga merupakan kolom nama pemilik, kolom
keempat merupakan kolom yang menjelaskan status dari kependudukan apakah pendatang atau merupakan
penduduk asli permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon, kolom kelima merupakan kolom
kondisi fisik dari bangunan yang ada di permukiman Magersari, kolom keenam merupakan kolom informasi
alamat dari setiap bangunan, kolom ketujuh merupakan kolom penjelasan mengenain status kepemilikan lahan
permukiman Magersari menurut pihak keraton, kolom kedelapan merupakan kolom informasi mengenai status
kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut pemerintah, kolom kesembilan merupakan informasi
status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman
Magersari, kolom kesepuluh merupakan kolom rekomendasi dari kombinasi pernyataan dari pihak keraton,
pemerintah dan masyarakat , dan kolom kesebelas merupakan kolom informasi mengenai foto. Berikut ini
adalah tahapan-tahapan pada pengembangan geodatabase kepemilikan lahan permukiman Magersari yaitu
membuat file geodatabase, membuat feature dataset, membuat feature class, dan mengkonversi shapefile ke
feature class.

Gambar 2. membuat file geodatabase
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Gambar 5. megkonversi Shapefile ke feature class

Hasil Pengembangan Geodatabase

Dari tahapan yang telah dilakukan dalam pembuatan geodatabase Status kepemilikan lahan permukiman
Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon dengan melakukan integrase data spasial dan non-spasial sehingga
dapat menyajikan informasi tentang status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman yang
dapat menunjukkan informasi status kepemilikan lahan yang terdiri dari, nama pemilik,status kependudukan,
alamat, kondisi bangunan, status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut pihak keraton, status
kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut masyarkat, status kepemilikan lahan permukiman
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Magersari menurut masyarakat serta informasi foto hasil observasi lapangan untuk menggambarkan kondisi
saat ini.

Dari hasil pengembangan geodatabase status kepemilikan lahan dapat di analisis bahwa status
kepemilikan lahan di permukiman Magersari terdari tiga pendapat yang dimana dapat diketahui sebaran
kepemilikan lahan di permukiman Magersari ini ada yang mengatakan sebagian sudah bersertifikat, ada yang
mengatakan bahwa belum ada sertifikat sama sekali dan ada yang mengatakan semua sudah berseritikat
perorangan.

oo

Gambar 4. Hasil Pengembangan Geodatabase

Dapat dilihat dari gambar diatas, hasil dari pengembangan geodatabase ini menyajikan informasi yang
berisi tentang informasi foto, nama pemilik, status kependudukan, kondisi bangunan, status kepemilikan
menurut pihak keraton, status kepemilikan menurut pemerintah, status kepemilikan menurut masyarakat dan
rekomendasinya. Hasil dan analisis pada penelitian ini dalam hal informasi mengenai status kepemilikan lahan
permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon dapat menjadi bahan informasi dan membantu dalam
upaya meminimalisir ataupun mencegah terjadinya konflik.

Hasil tersebut dapat digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik dengan melihat
informasi-informasi yang sudah tertera didialam hasil geodatabase tersebut. Setelah mengetahui informasi dari
masing-masing pihak yang terkait maka dapat dilakukan mediasi antar pihak baik dari pihak keraton, pihak
masyarakat, dan pihak pemerintah. Dengan hal tersebut diharapkan dapat menemui titik terang agar dapat
mencegah terjadinya permasalahan atau konflik pertanahan.

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini mengenalisa status kepemilikan lahan permukiman
Magersari yang dimana secara langsung dilakukan dalam geodatabase, pembuatan database yang bertujuan
untuk mempermudah dalam pembuatan dan perancangan geodatabase status kepemilikan lahan permukiman
Magersari. Selain itu jika ada kesalahan, penambahan atau adanya perubahan bisa dengan mudahk untuk di
edit langsung didalam geodatabase.

Dapat dilihat dari gambar diatas, hasil dari pengembangan geodatabase ini menyajikan informasi yang
berisi tentang informasi foto, nama pemilik, status kependudukan, kondisi bangunan, status kepemilikan
menurut pihak keraton, status kepemilikan menurut pemerintah, status kepemilikan menurut masyarakat dan
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rekomendasinya. Hasil dan analisis pada penelitian ini dalam hal informasi mengenai status kepemilikan lahan
permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon dapat menjadi bahan informasi dan membantu dalam
upaya meminimalisir ataupun mencegah terjadinya konflik. Dalam proses analisis sistem informasi geografis
status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman dengan melakukan tahapan
pengembangan geodatabase yang dimana proses ini merupakan proses pengolahan data serta peta yang
didukung dengan geodatabase yang terstruktur. Dari hasil analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang
didapat bahwa keseluruhan permukiman Magersari ini berpotensi konflik, hal ini disebabkan karena ketidak
jelasannya status dari permukiman Magersari yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dari setiap pihak.

Hasil tersebut dapat digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik dengan melihat
informasi-informasi yang sudah tertera didialam hasil geodatabase tersebut. Setelah mengetahui informasi dari
masing-masing pihak yang terkait maka dapat dilakukan mediasi antar pihak baik dari pihak keraton, pihak
masyarakat, dan pihak pemerintah. Dengan hal tersebut diharapkan dapat menemui titik terang agar dapat
mencegah terjadinya permasalahan atau konflik pertanahan.

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan pandangan dari masing-masing pihak, hal ini tentu saja bisa menimbulkan gesekan dan
menyebabkan terjadi konflik sengketa tanah. Maka dengan hal ini perlu adanya kesepakatan antara pihak-
pihak terkait agar bisa menemukan titik terang serta tidak ada lagi perbadaan pandangan untuk meminimalisir
ataupun untuk mencegah terjadinya konflik sengketa tanah. Maka perlu adanya upaya untuk meminimilasir
hal tersebut, masing —masing pihak perlu bekerja sama untuk menemukan titik terang terhadap peramasalahan
ini.

Masalah tanah merupakan masalah yang sangat membutuhkan keadilan hal ini dikarenakan sifat tanah
yang langka serta memiliki keterbatasan, dan kebutuhan dari setiap manusia. Dalam penyelsaian permasalahan
ini yang penting bukan masalah caranya bagaimana, melainkan pemahaman tentang sumber hukum, asas
ketentuan, penerepan asas dan ketentuan yang berlaku dalam menyelsaikan masalah tanpa merugikan salah
satu pihak. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman atas asas dan ketentuan hukum Tanah Nasional dana cara
penerepannya tergantung kepada sistem sosial budaya dari suatu daerah.

D. Kesimpulan

Dengan adanya perbedaan pendapat antara pihak keraton, masyarakat, serta pemerintah dapat menjadi
pemicu permasalahan konflik sengketa tanah. Dari hal tersebut maka perlu adanya upaya dalam meminimalisir
atau mecegah terjadinya konflik tanah dengan cara musyawarah atau mediasi dengan menghadirkan semua
pihak-pihak yang terkait tanpa ada unsur keberpihakan.

Pengaturan hukum mengenai atlternatif penyelsaian sengketa dan konflik permasalahan tanah melalui
mediasi untuk mewujudkan kepastian hukum yang dimungkinkan dan seharusnya memenuhi landasan filosofis
yang dimaksud dalam pengaturan hukum harus dilaksanakan secara mencerminkan keadilan, kepastian dan
kemanfaatan. Keadilan didapatkan ketika para pihak telah sepakat, yang dimana hal tersebut berarti tercapai
pula kepastian hukum di bidang pertanahan.
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